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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kota Bandung adalah Ibu Kota Provinsi Jawa Barat yang memiliki potensi 

daerah sebagai wilayah perbelanjaan dan wisata, Pada awalnya Kota Bandung dan 

sekitarnya secara tradisional merupakan kawasan pertanian, namun seiring dengan 

laju urbanisasi menjadikan lahan pertanian menjadi kawasan perumahan serta 

kemudian berkembang menjadi kawasan industri dan bisnis, sesuai dengan 

transformasi ekonomi Kota umumnya. Sektor perdagangan dan jasa saat ini 

memainkan peranan penting pada pertumbuhan ekonomi Kota ini disamping terus 

berkembangnya sektor industri dan sektor perdagangan.1 

Peristiwa yang disebut urbanisasi ini dilakukan oleh masyarakat kecil dengan 

anggapan mendapatkan kehidupan yang layak dikota besar tersebut. Perkembangan 

jumlah penduduk dengan intensitas kegiatan yang semakin kompleks secara umum 

telah memberi pengaruh bagi beberapa kegiatan usaha dimasa sulit mencari 

lapangan pekerjaan saat ini, banyak orang yang memilih secara alternatif untuk 

melakukan kegiatan usaha, salah satunya dengan usaha berdagang. 

Perkembangan kegiatan perdagangan di kota Bandung bukan hanya terjadi di 

pasar, pertokoan, online shop maupun pusat perbelanjaan namun juga dilakukan di 

pusat-pusat keramaian seperti alun-alun, tempat wisata, area sekolah, maupun 

                                                 
1 https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandung diakses pada tanggal 5 Oktober Tahun 2019 

pukul 10:00 WIB 
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tempat lainya yang pada umumnya aktivitas tersebut dilakukan oleh pedagang kaki 

lima (PKL). Pedagang Kaki Lima memanfaatkan banyaknya aktivitas manusia di 

daerah tersebut dengan berdagang sebagai sumber ekonomi. Perkembangan 

Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung cukup pesat dengan jumlahnya yang 

semakin banyak. 

Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan Pedagang Kaki Lima 

semakin menghawatirkan, karena pedagang kaki lima melakukan aktivitas 

berdagang di sembarang tempat seperti, trotoar, alun-alun, bahu jalan dan tempat 

lainnya yang mengganggu ketertiban dan keindahan. Sehingga munculah keluhan-

keluhan dari masyarakat mengenai keberadaan PKL yang sudah menguasai ruang 

publik. Serta dengan adanya Pedagang Kaki Lima yang tidak tertib dalam 

penggunaan tempat menimbulkan masalah bagi lingkungan, seperti merusak 

pemandangan/keindahan, lingkungan terlihat kumuh (tempat tidak beraturan), 

banyak orang yang membuang sampah tidak pada tempatnya, dan hak pejalan kaki 

pun terbatasi.   

Keberadaaan Pedagang Kaki Lima semakin berkembang menuntut 

pemerintah Kota Bandung untuk mengatur dan mengawasi aktivitas Pedagang Kaki 

Lima. Sesuai dengan amanat UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 

1945 pasal 18 ayat (2) Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Kabupaten dan Daerah 

Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi 

dan tugas pembantuan Ayat (6) pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan 

Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas 
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pembantuan.2 Maka secara tidak langsung Pemerintah memberikan kewenangan 

kepada daerah untuk melakukan pengaturan terhadap daerahnya masing-masing. 

Sebagai wujud dari pengaturan terhadap daerah, terlihat setiap pemerintah daerah 

Kabupaten maupun Kota di seluruh Indonesia seakan terlihat berlomba untuk 

melakukan pengaturan terhadap kegiatan liar yang dinilai mengganggu aktivitas 

masyarakat umum. Hal ini terlihat hampir setiap Kota maupun Kabupaten 

mengeluarkan Peraturan Daerah dalam rangka mengatasi masalah ketertiban, 

kebersihan dan keindahan, tidak terkecuali dengan Kota Bandung. 

Dalam menjawab permasalahan yang terjadi terkhusus dalam penataan PKL, 

Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 

04 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Peraturan 

tersebut dibuat guna terciptanya kenyamanan dan ketertiban umum.  

Dalam Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2011 diatur secara jelas mengenai 

tempat-tempat yang boleh untuk Pedagang Kaki Lima dan tempat-tempat yang 

tidak diperbolehkan untuk pedagang kaki lima, untuk lokasi tersebut di dalam 

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 membagi menjadi 3 zona, 

yakni zona hijau atau zona yang diperbolehkan untuk PKL berjualan, zona kuning 

atau zona yang dibatasi oleh waktu untuk aktivitas berdagang PKL dan zona merah 

zona larangan berjualan PKL, dalam hal ini peneliti memfokuskan melakukan 

penelitian di Jalan A.H. Nasution yang masuk kedalam zona merah. Jalan A.H 

Nasution adalah salah satu Jalan di Kota Bandung yang memiliki panjang 9065 

                                                 
2 Rudi N, Undang-Undang Dasar 1945 & Perubahannya, Cet. 1. Jakarta: Cmedia, 2012. 

Hlm. 12-13 



4 

 

 

meter dan merupakan Jalan Nasional yang berada di Kota Bandung, Menurut Perda 

Kota Bandung No. 04 Tahun 2011, Jalan Nasional masuk kedalam zona merah atau 

larangan Berdagang bagi PKL, 

Pasal 13 Tempat Usaha 

Zona merah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12  huruf a merupakan 

wilayah sekitar tempat ibadat, rumah sakit, komplek militer, jalan nasional, jalan 

provinsi dan tempat-tempat lain yang telah di tentukan dalam peraturan prundang 

undangan kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Daerah ini.3 

Jalan A.H. Nasution tepatnya berada di kawasan Bandung Timur. Jalan 

tersebut adalah Jalan utama transportasi darat dari Bandung menuju kawasan Jawa 

Tengah dan sekitarnya, sehingga keberadaan Jalan A.H Nasution sangat penting 

karena merupakan Jalan dengan transportasi yang cukup padat dan merupakan jalur 

utama, khusunya kendaraan bus dan kendaraan pribadi. Selain itu terdapat pula 

Terminal Cicaheum yang merupakan terminal terbesar ke dua di Kota Bandung. 

Dari penjabaran pasal diatas, dijelaskan bahwa sepanjang Jalan A.H. 

Nasution dilarang adanya kegiatan berdagang bagi para PKL karna Jalan A.H. 

Nasution masuk kedaman zona merah, namun secara fakta lapangan masih 

banyaknya PKL yang melakukan kegiatan berdagang di sepanjang Jalan tersebut. 

Bersadarkan data Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung 

tahun 2017 jumlah Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung dari 30 Kecamatan 

berjumlah 22.359 Unit.4 Serta berdasarkan hasil survei yang dilakukan peneliti 

                                                 
3 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan 

Pedagang Kaki Lima, Pasal 13. 
4 Sumber Data Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung 
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selama 7 hari dari tanggal 17-23 Januari 2020 di sepanjang Jalan A.H Nasution, 

peneliti mendapatkan temuan lapangan jumlah akumulatif Pedagang Kaki Lima 

yang berjualan berjumlah sekitar 308 unit.5 

Data tersebut menunjukkan Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Kota 

Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki 

Lima ini tidak sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Hal ini khususnya terkait 

dengan kepatuhan PKL terhadap sitem zonasi. Sebagaimana Peraturan Daerah yang 

lain yang ada di Kota Bandung. Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2011 Tentang 

Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima wajib dilaksanakan di seluruh 

wilayah Kota Bandung termasuk Jalan A.H Nasution yang mayoritas Jalan nya 

membentang ke wilayah Bandung timur. Meskipun wilayahnya berada di pinggir 

Kota Bandung pelaksanaan Peraturan Daerah wajib dilakukan dan tidak ada 

perbedaan dalam pelaksanaannya. 

Berdasarkan temuan awal tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih 

lanjut yang diformulasikan dalam judul penelitian “Implementasi Peraturan 

Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan 

Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Jalan A.H Nasution Kota Bandung 

Perspektif Siyasah Dusturiyah”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas maka 

permasalahan yang terjadi adalah masih banyaknya pedagang kaki lima yang 

                                                 
5 Hasil tinjauan lapangan langsung peneliti pada 17-23 Januari 2020 terbagi waktu pada pagi 

pukul 01.00-06.00 WIB, Siang Pukul 07.00-14.00 WIB, Malam Pukul 15.00-23.00 WIB 
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berjualan di jalan A.H. Nasution Kota Bandung yang termasuk kedalam zona merah 

pedagang kaki lima, maka dengan permasalahan tersebut dapat ditarik fokus 

penelitian dengan rumusan, sebagai berikut :  

1. Bagaimana Teknis Penerapan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 

Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, di Jalan 

A.H Nasution Kota Bandung yang dilakukan oleh Satuan Tugas Khusus ? 

2. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi Peraturan Daerah 

Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan 

Pedagang Kaki Lima, di Jalan A.H Nasution Kota Bandung? 

3. Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap penerapan Peraturan Daerah 

Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan 

Pedagang Kaki Lima, di Jalan A.H Nasution Kota Bandung? 

C. Tujuan Penlitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang 

ingin dicapai sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui Teknis Penerapan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 

04 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, di 

Jalan A.H Nasution Kota Bandung yang dilakukan oleh Satuan Tugas Khusus. 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung yang di hadapi Satuan 

Tugas Khusus dalam implemetasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 

Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, di Jalan 

A.H Nasution Kota Bandung. 
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3. Untuk mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah terhadap penerapan Peraturan 

Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan dan 

Pembinaan Pedagang Kaki Lima, di Jalan A.H. Nasution Kota Bandung. 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini ditinjau dari sudut pendekatan keilmuan 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini bermanfaat untu menambah ilmu 

pengetahuan dalam wawasan keilmuan Hukum Tata Negara. 

b. Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen 

akademik yang bermanfaat untuk dijadikan acuan bagi civitas akademika. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan jenjang pendidikan S1 di 

Universitas Islam Negeri Bandung Fakultas Syari’ah dan Hukum, 

b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Pemerintah 

Kota Bandung dalam melaksanakan kebijakan mengenai Penataan Dan 

Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Jalan A.H Nasution Kota Bandung. 

E. Kerangka Berpikir 

Negara Republik Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang terdiri dari 

beberapa daerah, yang semua daerah tersebut merupakan sebuah daerah otonom 

yang terdapat pengakuan oleh Negara, hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 18 ayat 

(1) UUD Negara Republik Indonesia 1945, bahwa Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dibagi atas beberapa daerah-daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu 
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dibagi atas Kabupaten dan Kota yang tiap Provinsi Kabupaten dan Kota itu 

mempunya Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 1 ayat (2) 

UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh     

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasmya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.6 Asas tugas pembantuan, adalah penguasaan dari 

pemerintah kepada daerah Kota dan Kabupaten dari Pemerintahan Provinsi kepada 

Pemerintah Kota dan Kabupaten, serta dari Pemerintah Kabupaten atau Kota 

kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.7 Dengan ini pemerintah daerah 

memiliki tugas dalam merumuskan Peraturan Daerah atau peraturan-peraturan 

lainnya. 

Pemerintah dan rakyat merupakan elemen dasar terpenting, yang saling 

berkaitan dalam merumuskan sebuah kebijakan, dimana pemerintah merupakan 

driver yang menjalankan, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan 

roda pembangunan. Sedangkan rakyat merupakan sasaran atau obyek dari sebuah 

kebijakan yang dikeluarkaan. Kebijaksanaan pemerintah selaku administrator 

publik  dibuat atas nama kepentingan publik yang benar-benar bertujuan untuk 

mengatasi masalah dan memenuhi keinginan dan tuntutan seluruh anggota 

masyarakat.  

                                                 
6 Sarman dan Mohammad Taufik Makarso, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, cet-

1. Jakarta: Rineka Cipta, 2014. Hlm. 288. 
7 HAW. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2005. Hlm. 25. 
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Pembingkaian kehidupan masyarakat atau warga negara melalui kebijakan 

publik umumnya dinilai bermanfaat oleh Negara. Secara normatif, pemerintahan 

dapat dianggap sebagai sumber kebijakan sosial, yang tujuan, program dan 

tindakanya semuanya selalu bertumpu untuk memenuhi makna eksistensinya, yakni 

sebagai sarana bagi masyarakat mewujudkan hidup yang lebih baik dari waktu 

kewaktu.8 

Pada intinya setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah, pemangku 

kekuasaan baik itu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif harus didasarkan 

untuk rnewujudkan kemaslahatatn rakyat. Tujuan hukum sebagai sarana dalam 

mencapai kebahagiaan bagi masyarakat tidak terlepas dari peran pemerintah dalam 

mengedepankan kepentingan umum sebagai tanggungjawab pemerintah dalam 

hubungan pemerintah dengan warga negaranya. Dengan ini Kota Bandung 

mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan dan 

Pembinaan Pedagang Kaki Lima, dalam menjawab persoalan yang terjadi di 

masyarakat, dengan tujuan pengendalian PKL di Kota Bandung.  

Dalam mencapai tujuan Peraturan Daerah, hal terpenting selain dari 

perumusan adalah pengimplementasian Perda tersebut, yang akan memberkan 

perubahan nyata kepada kehidupan bermasyarakat. Konsep implementasi berasal 

dan bahasa Inggris, yaitu, to implement to implement (mengimplementasikan) 

berarti to provide the means for carrying out (menyediakan saran untuk 

                                                 
8 Muchlis Hamdi, Kebijakan Publik Proses, Analisis dan Partisipasi. Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2014. Hlm. 34. 
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melaksanakan sesuatu) dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak 

atau akibat terhadap sesuatu).9 

Menururt Van Meter dan Van Horn implementasi adalah tindakan-tindakan 

yang dilakukan oleh individu atau pejabat untuk kelompok pemerintah atau swasta 

yang diarahkan pada tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.10 

Mazmanian dan Sebatier dikutip Widodo, Hakikat utama implementasi 

kebijakan adalah memahami hal-hal yang seharusnya terjadi setelah suatu program 

dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha 

untuk mengadministrasikan dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat.11 

Implementasi Kebijakan Negara merupakan suatu tahapan yang cukup 

penting karena merupakan suatu realisasi dari apa yang telah dirancang oleh 

Pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak, sehingga dalam 

implementasinya dapat membawa manfaat dan sesuai dengan tujuan-tujuan yang 

ingin dicapai oleh Negara. Jika dalam Implementasi Kebijakan tidak berjalan 

dengan efektif, maka bisa dikatakan akan menjadi sia-sia. Jadi banyak orang 

memiliki implementasi kebijakan lebih penting dari pada perumusan kebijakan itu 

sendiri. 

Berdasarkan definisi yang disampaikan beberap ahli di atas, disimpulkan 

bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh 

pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai 

                                                 
9 Anggara, Pengantar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014. Hlm. 232 
10 Abdul Wahab,  Analisa Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan 

Negara. Jakarta: Sinar Grafika, 2002. Hlm. 65  
11 Widodo, Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan 

Publik, Cet-2. Malang: Banyumedia Publishing, 2008. Hlm. 87 
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dengan tujuan atau sasaran dan suatu kebijakan. Implementasi kebijakan yang 

berprespektif top down yang dikembangkan oleh George C. Edward III 

menanamkan model implementasi kebijakan publiknya dengan Direct and Inderect 

Impact an Implementation. Dalam pendekatan ini terdapat empat variabel yang 

menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yaitu:  

1. Komunikasi. 

2. Sumberdaya. 

3. Disposisi. 

4. Struktur Birokrasi. 

Sebagai sumber pokok ajaran Islam, pada hakikatnya alqur’an secara tekstual 

tidak menetapkan negara dengan cara bernegara secara lengkap dan jelas, tetapi ide 

dasar tentang hidup bernegara dan pemerintahan diungkap oleh Al-qur’an, bahkan 

nama sistem pemerintahannya pun disebutkan. Dari ide dasar itulah, fiqh siyasah 

dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan yang membicarakan politik dan 

bernegara (Hukum Tata Negara).12  

Siyasah secara harfiah berasal dari kata “sasa yasusu siyassatan” sama 

dengan “dabaro yudabbiru tadbiiron” yang artinya mengatur,mengendalikan, 

mengurus, atau membuat keputusan.13 Sedangkan siyasah secara istilah sebagai 

mana dikemukakan oleh Ahmad Fathi Bahatsi, adalah “Pengurusan kemaslahatan 

manusia sesuai dengan syara” 14 

Imam Abul Wafa Ibnu ‘Aqil Al Hambali menakrifkan Siyasah secara istilah 

“Siyasah (politik) adalah semua tindakan yang dengannya manusia lebih dekat 

                                                 
12 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Siyasah. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2008. Hlm. 13 
13 A. Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu 

Syari’ah, Cet-4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009. Hlm. 25. 
14 Ibid. Hlm. 26 
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dengan kebaikan dan semakin jauh dari kerusakan meskipun tindakan itu tidak 

pernah disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam dan tidak ada 

wahyu Al Quran yang turun tentangnya. Jika Anda mengatakan: “Tidak ada siyasah 

(politik) kecuali yang sesuai dengan syariat atau tidak bertentangan dengan apa 

yang disebutkan oleh syari’at, maka itu adalah benar. Tetapi jika yang anda 

maksudkan dengan siyasah  hanyalah yang dibatasi oleh syariat, maka itu kesalahan 

dan sekaligus menyalahkan para sahabat nabi”.15 

Tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa 

harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri 

sendiri. Penguasa adalah pengayom dan pengemban kesengsaraan rakyat. 

Berkenaan dengan pola hubungan antara manusia yang menuntut pengaturan 

siyasah, maka fiqh siyasah dusturiyah adalah mengatur hubungan antara warga 

negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara 

yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara.16 Dengan penjelasan 

tersebut, siyasah dusturiyah yang membicarakan politik ketatanegaraan dan 

konstitusi. 

Siyasah Dusturiyah yaitu ilmu tentang tata atur Konstitusi Negara yang 

menyangkut lima konsep dasar yaitu: konstitusi, legislasi, lembaga kekuasaan, 

lembaga negara, serta hak dan kewajiban negara.Menjalankan suatu Negara tentu 

harus ada prinsip-prinsip dalam bernegara, adapun prinsip-prinsip bernegara dalam 

                                                 
15 https://tarbawiyah.com/2018/01/25/definisi-siyasah/ diakses pada 5 Oktober 2019 pukul 

12:00 WIB 
16 A. Djazuli, Op. Cit., Hlm. 31 

https://tarbawiyah.com/2018/01/25/definisi-siyasah/
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Islam menurut Munawir Sadzali mencatat lima prinsip dasar yang harus 

diperhatikan dalam kehidupan kemasyarakatan,17 

a. Musyawarah/konsultasi; 

b. Ketaatan kepada pemimpin; 

c. Keadilan; 

d. Persamaan, dan; 

e. Hubungan antar umat beragama. 

Berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 

yakni Siyasah Dusturiyah membahas masalah peraturan perundang-undangan 

Negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan 

yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan mengenai pembagian kekuasaan.18 

Peran pemerintah dalam membuat kebijakan relevan dengan kaidah fiqih 

siyasah yang berbunyi “kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya 

bergantung kepada  kemaslahatan”19 Kaidah ini memberikan pengertian, bahwa 

setiap tindakan atau suatu kebijakan para pemimpin yang menyangkut mengenai 

hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk 

mendatangkan suatu kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanah 

penderitaan rakyat (umat) dan untuk itulah dia ditunjuk sebagai pemimpin serta 

harus pula memperhatikan kemaslahatan rakyat. Secara konsepstual siyasah 

mempunyai prinsip yang universal yaitu: 

1) Prinsip Mashlahatan Al-mursalah 

                                                 
17 Dedy Supriyadi, Fiqih Siyasah. Bandung: Pustaka Setia, 2008. hlm.186 
18 Jubair Situmorang, Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah). Bandung: 

Pustaka Setia, 2012. Hlm. 20. 
19 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan 

masalah-masalah yang Praktis, cet-4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011. Hlm. 147. 
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Prinsip ini menyatakan bahwa hubungan timbal balik pemerintah dan 

rakyatnya yang berlandasan Hukum Allah dan Sunnah Rasul dalam menetapkan  

sesuatu kebijakan harus berdasarkan kemaslahatan untuk kepentingan umum. 

Menurut Iman Malik atau bin Annas dengan teorinya mengenai Al-

maslhlahah Al-mursalah (untuk kepentingan umum), yang menyebutkan bahwa : 

a) Kepentingan umum atau kemaslahatan umum itu bukan hal-hal yang berkenaan 

dengan ibadah. 

b) Kepentingan dan kemaslahatan umum itu harus selaras (in harmony) dengan 

jiwa syari’ah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber syari’ah 

itu sendiri. 

c) Kepentingan atau kemaslahatan umum itu harus merupakan sesuatu yang 

esensial (diperlukan) dan bukan hal-hal yang bersifat kemewahan.20 

2) Prinsip Amanah dan Taat 

Dengan prinsip amanah dan taat, keseimbangan, atau moderasi, pelaksanaan 

hukum dan ajaran Islam didasarkan kepada amanah antara lain disebutkan dalam 

Al-Qu’ran surah An-nisa ayat 58 Allah berfirman: 

ه ٱإنَِّ    للَّّ
 
ن مُركُُم  يهأ

ه
وا   أ دُّ  ٱ تؤُه

ه َٰتِ ل  َٰنه ى  مه ه   إلِه
ه
اأ م   وَإِذها لهِه كه ه  تُمحه ن لنَّاسِ ٱ بهي 

ه
ِ  كُمُوا  ته   أ  ٱب

د  ل  ه ٱ إنَِّ  لِ  عه  للَّّ
ا ه ٱ إنَِّ  ۦ   بهِِ  يهعظُِكُم نعِِمَّ نه  للَّّ مِيعه   كَه ابهصِير  اسه  

Artinya:  

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak 

menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya 

kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang memberi 

pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah adalah Maha Mendengar, dan Maha 

Melihat.”21 

                                                 
20 Muhamad Tahir Ashary, Negara Hukum. suatu studi tentang prinsip-prinsipnya. dilihat 

dari segi Hukum Islam. Implementasinya pada periode Negara Madinah dan masa kini. Jakarta: 

Prenada Media Group, 2003. Hlm. 9 
21 Fadhal AR Bafadal, Al-Quran dan Terjemahannya. Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 

2005. Hlm. 87. 
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Dari teori-teori yang diungkap diatas, teori yang dipakai dalam menjawab 

masalah dalam skrispsi ini menggunakan teori implementasi/penerapan kebijakan 

yang dikembangkan oleh George C. Edward III dalam mengoptimalkan penataan 

dan pembinaan pedagang kaki lima dan prinsip Siyasah Dusturiyah yaitu prinsip 

Al- maslhlahah Al-mursalah umat, prinsip Al-amanah dan Taat sebagai tinjauan 

islam dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 

tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. 

Gambar 1.1  

Skema Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

Menurut penulis permasalahan yang terjadi di Jalan A.H. Nasution Kota 

Bandung penting untuk di teliti karna menyangkut kepentingan orang banyak, yakni 

mensejahterakan PKL dengan merubah PKL dari sektor ekonomi non formal 

menjadi sektor ekonomi formal, penataan kota yang baik sehingga menimbulkan 

keindahan demi memikat dayatarik wisatawan untuk berkunjung ke Kota Bandung 

sehingga mampu meningkatkan perekonomian Kota Bandung terkhusus dalam 

peningkatan sektor ekonomi formal dan mengembalikan hak pejalan kaki yang 

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 04 TAHUN 2011 

TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA 

1. Implementasi Kebijakan 

2. Model Implementasi Kebijakan 

George C. Edward III 

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA 

BANDUNG NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG 

PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI 

LIMA  

1) Prinsip Mashlahah Al-mursalah  

2) Prinsip al-amanah dan Taat 

Teori Implementasi 

Kebijakan 
Konsep Siyasah 

Dusturiyah 

Output 
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terganggu karena adanya PKL yang berjualan di ruas jalan dan di trotoar maka 

peneliti bermaksud untuk menijau implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung 

Nomor 04 Tahun 2011 ini berdasarkan teori Implementasi Edwar III dan ditinjau 

melalui kacamata Siyasah Dusturiyah untuk menghasilkan penerapan yang efektif 

untuk dijadikan saran bagi pemerintah Kota Bandung.  

F. Hasil Penelitian Terdahulu 

Pengambilan penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan 

perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan 

penelitian yang telah dilakukan. Maka dari itu peneliti akan memaparkan hasil-hasil 

penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yakni sebagai berikut:  

Pelaksanaan Fungsi Dan Tugas Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Dalam 

Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Cihampelas Kota Bandung 

Tinjauan Siyasah Dusturiyah, oleh Ridwan Ardiansyah Universitas Negeri Islam 

Sunan Gunung Djati Bandung. Melakukan kajian fungsi dan tugas Satgasus dalam 

penataan pedagang kaki lima di Teras Cihampelas. pelaksanaan fungsi dan tugas 

SATGASUS dalam Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Cihampelas 

Kota Bandung, yang mana SATGASUS merupakan organisasi yang memiliki 

fungsi mengatur dan menata tempat, lokasi, waktu, jenis tanda, dan aksesoris 

jualan, menjadi fasilitator sumber pendanaan PKL memberikan bantuan teknis / 

manajemen kepada PKL. Hal ini dapat dilihat dari dibangunnya Sky Walk/ Teras 

Cihampelas yang mana para PKL dibina dan ditata dengan difasilitasi tempat 

berjualan sehingga tidak mengganggu ketertiban umum, memberikan penanganan 

pembinaan PKL melalui kasi-kasi mulai dari, Kasi pemberdayaan dan 
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pengembangan usaha nonformal, Kasi fasilitasi permodalan, dan Kasi fasilitasi 

promosi. 

 

Penelitian Selanjutnya adalah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 

Tahun 2002 Tentang Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota 

Pasuruan dengan studi kasus di Kota Pasuruan, skripsi ini dibuat oleh Aminullah, 

M. Irfan Islamy dan M. R. Khairul Muluk dari Universitas  Pasuruan  Jawa  Timur. 

Hasil penelitian menunjukkan proses dan mekanisme implementasi Perda No. 09 

Tahun 2002 tentang penataan dan penertiban PKL di Kota Pasuruan terdapat 

tahapan- tahapan mekanisme yang masing-masing tahapan mempunyai tujuan dan 

target yang berbeda. Tahapan mekanisme yang dimaksud  yaitu  sosialisasi tentang 

keberadaan Perda No. 09 Tahun 2002 tentang Penataan dan Penertiban Pedagang 

Kaki Lima baik secara langsung maupun tidak. Sosialisasi ini merupakan langkah 

awal dalam rangka membangun sebuah komunikasi harmonis antara implementor 

Perda dengan PKL, selain itu proses sosialisasi ini juga bertujuan penyampaian 

informasi kepada PKL tentang Perda penataan dan penertiban PKL di Kota 

Pasuruan. Dalam Proses sosialisasi ini terdapat dua bentuk sosialisasi, yakni 

sosialiasi langsung dan sosialiasi tidak langsung. Faktor pendukung terjalinnya 

Komunikasi dan Koordinasi yang baik antar aktor, pemahaman bersama antar aktor 

dan objek terhadap substansi dari Perda. Sedangkan yang menjadi faktor 

Penghambat adalah kurangnya Pengetahuan PKL terhadap keberadaan Perda, 

bersikerasnya PKL untuk tetap melakukan kegiatan usahanya.  
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Penelitian selanjutnya adalah, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten 

Magelang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang 

Kaki Lima, penelitian ini dibuat oleh Muhamad Abdurohman Najib dari Universitas 

Negeri Yogyakarta. Hasil penelitian ini implementasi Perda Kabupaten Magelang 

No 7 Tahun 2009 belurn dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan karena 

masih terkendala mengenai penyediaan lahan sebagai pengganti tempat PKL. 

Penelitian selanjutnya adalah Implementasi Penertiban Pedagang Kaki Lima 

Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 

9 Tahun 2011 (Studi Kasus di Kawasan Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar) 

oleh Pebri Ismi Anggiyowati Universitas Muhammadiyah Surakarta. Bentuk 

implementasi penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja 

sebelum melakukan penertiban mempelajari terlebih dahulu tugas dan fungsi dan 

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011, melakukan himbauan atau sosialisasi, 

melakukan pendekatan secara personal, melakukan penertiban satu minggu 

sebanyak 2 hingga 3 kali.  

Dari berbagai hasil penelitian terdahulu yang penulis paparkan di atas adalah 

penelitian yang membahas Pedagang Kaki Lima, walaupun secara pembahasan 

memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, namun ada beberapa hal yang 

membedakan hal ini demi membuktikan oroginalitas dari penelitian ini, sebagai 

mana penulis rincikan pada tabel perbandingan penelitian terdahulu di bawah ini: 
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Tabel 1.1 

Perbandingan Penelitian Terdahulu 

No Nama dan Judul Persamaan Perbedaan 

1 Implementasi Peraturan 

Daerah Nomor 09 Tahun 

2002 Tentang Penataan dan 

Penertiban Pedagang Kaki 

Lima di Kota Pasuruan 

dengan studi kasus di Kota 

Pasuruan. dibuat oleh 

Aminullah, M. Irfan Islamy 

dan M. R. Khairul Muluk dari 

Universitas  Pasuruan  Jawa  

Timur 

Kesamaan terletak 

pada objek 

penelitian yakni 

Pedagang kaki lima 

dan model 

penelitian 

menggunakan 

pendekatan 

kualitatif, 

Perbedaan terletak 

pada Peraturan Daerah 

Nomor 09 Tahun 2002 

Tentang Penataan dan 

Penertiban Pedagang 

Kaki Lima di Kota 

Pasuruan dan Lokasi 

penelitian di Kota 

pasuruan. Sedangkan 

penulis menggunakan 

Peraturan Daerah Kota 

Bandung Nomor 4 

Tahun 2011 tentang 

Penataan Pedagang 

Kaki Lima, Lokasi 

Penelitian di Jalan 

A.H. Nasution Kota 

Bandung.  
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2 Implementasi Peraturan 

Daerah Kabupaten Magelang 

Nomor 7 Tahun 2009 

Tentang Penataan Dan 

Pemberdayaan Pedagang 

Kaki Lima, dibuat oleh 

Muhamad Abdurohman Najib 

dari Universitas Negeri 

Yogyakarta 

Kesamaan terdapat 

pada objek 

penelitian sama 

yaitu Pedagang Kaki 

Lima dan 

menggunakan 

metode pendekatan 

kualitatif 

Perbedaan terletak 

pada Lokasi penelitian 

yang berbeda yaitu di 

Kabupaten Magelang. 

Sedangkan penulis di 

Jalan A.H. Nasution 

Kota Bandung 

 

3 Implementasi Penertiban 

Pedagang Kaki Lima Oleh 

Satuan Polisi Pamong Praja 

(Satpol PP) Berdasarkan 

Peraturan Daerah Nomor 9 

Tahun 2011 (Studi Kasus di 

Kawasan Taman Pancasila 

Kabupaten Karanganyar) oleh 

Pebri Ismi Anggiyowati 

Universitas Muhammadiyah 

Surakarta 

Kesamaan terletak 

pada objek 

penelitian yakni 

Pedagang kaki lima 

dan model 

penelitian 

menggunakan 

pendekatan 

kualitatif, 

Perbedaan terletak 

pada lokasi penelitian 

yakni di Kawasan 

Taman Pancasila 

Kabupaten 

Karanganyar, 

sedangkan penulis di 

Jalan A.H. Nasution 

Kota Bandung dan 

teori yang digunakan 

yakni Grindle 

sedangkan penulis 
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rnenggunakan teori 

George Edwar III. 

 

4 Pelaksanaan Fungsi Dan 

Tugas Satuan Tugas Khusus 

(Satgasus) Dalam Penataan 

Dan Pembinaan Pedagang 

Kaki Lima Di Jalan 

Cihampelas Kota Bandung 

Tinjauan Siyasah Dusturiyah, 

oleh Ridwan Ardiansyah 

Universitas Negeri Islam 

Sunan Gunung Djati Bandung 

Kesemaan terletak 

pada penggunaan 

Peraturan Daerah 

Nomor 04 Tahun 

2011 Tentang 

Penataan Dan 

Pembinaan 

Pedagang Kaki 

Lima, menggunakan 

metode pendekatan 

kualitatif, dan objek 

kajian penelitian 

adalah Pedagang 

Kaki Lima 

Perbedaan terletak 

pada, tujuan penelitian 

yang dimana lebih 

mengerucuk kepada 

tugas dan sungsi 

SATGASUS 

sedangkan penulis 

kepada implementasi 

Peraturan Daerah, dan 

perbedaan lokasi 

penelitian yakni di 

Cihampelas Kota 

Bandung sedangkan 

penulis di Jalan A.H. 

Nasution Kota 

Bandung,  

 

 


